SALINAN

'BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 3> TAHUN 2021

' TENTANG

- TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
~TAHUN 2021 KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI
e ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH |

~ Menimbang

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan

dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun -

2021, maka perlu menetapkan - Peraturan Bupati tentang

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga

Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah; ST |

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
L1ngkungan Provinsi Jawa Tengah; _

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran - Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tarhbahan Lembaran Negara Republik Indonésia
Nomor 5587 ) sebagalmana telah d1ubah beberapa
kali terakhlr dengan Undang—Undang ‘Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara_
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,



Menetapkan

»‘,Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 6573 ); '

3. Peraturan Pemenntah Nomor 63 Tahun 2021 tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
V(Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6682),
4.  Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyai‘ Nomor 10
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
" Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
' Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Nomor 10); - ' |
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahim Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten‘ Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
: dengan Péréturan Bupati Karanganyar Nomor 18
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun
- 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berlta Daerah .
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPAT 1 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN

, TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

TAHUN 2021 KEPADA APARATUR NEGARA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH. o '



" BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang' dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai wunsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan
pemerintahan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas Qfonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pejabat Negara adalah Gubemur, Wakil Gubernur,
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota
serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh
peraturan perundang?undangan.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS

‘adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan. ,

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi -
penerimaan Calon Pegawai Negéri Sipil tahap pertama |

‘dan . Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti

kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai

Negeri Sipil dengan gaji 100 %.




10.
11,

12.

13.

1

'Pegawai Pemerintah ‘dengan Perjanjian Kerja yang
selanjuthya disingkat PPPK adalah warga negara
indonesia yang memenuhi syarat- tertentu, yang
~ diangkat berdasarkan perpanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam fangka melaksanakan tugas
- pemerintahan. |
- Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
Anggaran . Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja = Daerah Kabupaten
Karanganyar. N '
Surat Perintah Membayar yang selanJutna disingkat
SPM adalah dokurpen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran / Kpasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)

- atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan -

dana.

Surat Perintah ‘Pencairan Dana Yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang
diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum

Daerah untuk pélaksanaan pengeluaran atas beban

Anggaran  Pendapatan dan  Belanja = Daerah
berdasarkan SPM.

BAB II

‘PEMBERIAN T UNJAN GAN HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

- Umum

| Pasal 2
’I‘un_]angan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dlbenkan
kepada: , \
a. Pejabat Negara/ Pejabat Daerah;
b. PNS o
c. CPNS; dan
d. PPPK. |



(2) Pejabat  Negara/ Pej abat Daerah sebagaimané

(3)

(4)

(1)

(2)

dimaksud ayat (71) huruf a terdiri atas:

a. Bupatidan Wakﬂ Bupati; dan

b. Pimpinan dan ‘Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. 5 ' |

PNS dan CPNS sebégainﬁaﬂa dimaksud pada ayaf (1)

huruf b dan hurufc termasuk: ‘

a. PNSl dan CPNS yang ditugaskan di luar
Pemerintah Déerah baik di dalam maupun di luar
negeri yang géjinya dibayarkan oleh Peinerintah
Daerah;

b.  PNS dan CPNS penerima uang tunggu; dan

c. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara

‘dan gajinya masih dibayarkan.
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan
kepada:

‘a. PNS yang sedang cuti diluar tanggungan negaré;

atau |
b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi
" Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun
di luar negeﬁ yang gajinya dibayar oleh instansi

tempat penugasan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal »3

‘Tunjangan Hari Raya ’sebagaimana dimaksud dalam

Pasal'2 ayat (1) besarnya sesuai dengan penghasilan
pada bulan April 2021. _ | |

Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada -
ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang
seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan,
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan ’I‘unjangah Hari Raya.



(3) ’I‘unJangan Hari Raya sebaga1mana dlmaksud dalam‘

@

(5)

(6)

(7)

Pasal 2 dlbayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum tanggal Hari Raya.

Dalam hal ”l‘unjangan Hari Raya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan,

"I‘unJangan Hari Raya dapat d1bayarkan setelah4

tanggal Hari Raya.

kTunJangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi

Bupati dan Wakil Bupati sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

“a. - gaji pokok;

b. = tunjangan keluarga;

c.  tunjangan pangan; dan

d. tunjangan jabatan.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi
Pimpinan dan AnggOta Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf b pahng banyak sebesar akumula31 dari
uang representa31 tun_]angan keluarga, dan
tunjangan Jabatan plmplnan ‘dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyai: Daerah sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS

‘dan PPPK sébagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)

huruf b dan huruf d terdiri atas :
a. gaji pokok; v

b. tunjangan keluarga;

‘c. tunjangan pdnga_n; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS

- terdiri dan

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga
c. tunjangan pangan; dan

d. tunjangan umum.



(9)k Gaji Pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan

pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huri;f a

~huruf b, huruf ¢ adalah Gaji Pokok, Tunjangan

Keluarga dan tunjangan pangan PNS/CPNS dan

PPPK  sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(10) Tunjangan ~ Jabatan  atau tunjangan  umum

M

(2)
(3)

(4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d adalah:

a. tunjangan jabétan struktural; '

b. tunjangan jabétan fungsional; dan

c. tunjangan 'yahg disamakan dengan tunjangan
jabatan struktural. |

Bagian Keﬁga'

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4 :
Gaji Ketiga Belas éebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2021. |
Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belﬁm dapat dibayarkan, Gaji Ketiga
Belas dapat dibayarkan setelah bulan juni 2021.
Gaji Ketiga Belas | sebagaimanay dimaksud pada ayat

(1) besarnya sesuai dengan penghasilan pada bulan

Juni 2021. |
Dalam hal penghé.silan sebagaimana diniaksud pada
ayat (3) belum diBayarkan sebesar penghasilan yang
seharusnya diterirha karena berubahnya penghasilan,
kepada yang beréangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan Gaji Ketiga Belas’. v ‘



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 5
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak
dikenakan potongan iuran dan /atau potongan lain
berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-

undangan.

‘Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

' pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6
Dalam -hal PNS menerima lebih dari satu jenis

,penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
'ayat (7), maka Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas diberikan salah satu yang jumlahnya paling
:menguntungkan.' 2

Apabila PNS menerima lebih dari satu jenis

penghasilan,  kelebihan = pembayaran tersebut

merupakan utang dan wajib mengembalikan ke Kas

‘Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:

a.
b.
c.
d.

€.

- tunjangan kinerja,

tambahan penghasilan pegawai

insentif kerjé.; ‘ |

tunjangan pengelolaan arsip statis;

tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan

kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;

' tunjangan pengamanan;



e e

0

8 tun_]angan profem atau tun_]angan» khusus guru dan
" dosen atau tunjangan kehormatan; 4
. tambahan pengahsﬂan bagl guru PNS;
| Insentif khusus; |
f ,_.’I‘unJangan khusus; .

' ’l‘unjangan bengébdian‘

: TunJangan opera81 pengamanan

’I‘lJ.nJangan se11s1h penghasﬂan

= ’l‘un_]angan penghldupan luar negeri;
,‘TunJangan atau 1nsent1f yang dltetapkan dengan

‘peraturan perundang—undangan atau . peraturan

1nternal 1nstan31 pemenntah dan

Tun_]angan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan

” sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2.

BAB v

PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

g - Pasa18

Pembayaran Tunjangan Han Raya dan Gaji Ketlga Belas

gsebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada o

e ~~1yv‘Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah dan sumber

e pemb1ayaan lain yang sah d'an,udak mengikat.

" Pasél 9 :

Kepala Perangkat 'Dae'rah mengajukan SPM |

e Pembayaran TunJangan Hari Raya dan Gaji Ketiga

: Belas  kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola i

- (2)

Keuangan Daerah

SPM ’I‘unjangan Han Raya dan Gaji Ketlga Belas -

' sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dibuat tersendlri

i dan terplsah dari SPM gajl bulanan.

@

Jenis SPM sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), . ’v

'termasuk dlgunakan untuk pembayaran kekurangan

. atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan

‘Gajl Ketlga Belas



"(4)_ Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah '
 selaku Bendahara Umum Daerah menerbltkan SP2D.

Pasal 10

‘Dalam ’ penerbltan Surat Keterangan Penghentlan,

*‘Pembayaran (SKPP) bagi PNS yang mengalam1 mutasi 5

- plndah agar mencantumkan keterangan pembayaran
’I‘un_]angan Harl Raya telah - dan - Gajl Ketiga Belas
d1bayarkan atau belum d1bayarkan.

aie Pasal11

, ‘,Tata Cara penerbltan dan penga_]uan Surat Permintaan
© Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D Tunjangan‘Harl.Raya
dan Gaji  Ketiga Belas Adiatlbir,, mengikuti ,ketenttuani
mengcﬁai  tata cara pelaksanaan pembayaran belanjak‘

* pegawai. -

Pasal 12 _ | v
’ ‘Pertanggung]awaban ’I‘un_]angan Han Raya dan Ga_]l Ketlga o
' Belas dilaksanakan sesuai ketentuan sistem dan prosedur v

\ ,penatausahaan keuangan daerah

~ BABV
~ PENGENDALIAN INTERNAL

o _ Pasa1713‘ o ,
_ (1) | Kepala ' Perangkat Daerah melakaanakan '
o pen'ge'ndalian’ internal ,terhadap‘ ""kpermbayaran yu
) Tunjangan Hari R’ayak dan Gaji Kétiga Belas.

| (2) :‘Pengendalian Internal Sebagaimana dimaksud “ pada
o ‘ayat (1) dllaksanakan sesua1 ketentuan peraturan

'} ; Qperundang—undangan ‘



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2020
tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan
Tunjangan Hari Raya (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 44), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap ‘orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar.
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

o ttd
~ SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 3%

Salinan sesuai dengan aslinya




